BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan dalam penulisan Legal Memorandum ini,
penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Tanah atau SKT tidak dapat digunakan sebagai
jaminan karena SKT bukan alat bukti kepemilikan hak atas tanah
sehingga SKT tidak dapat diberi Hak Tanggungan. Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
tanah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah
Susun, dan Pendaftaran Tanah, SKT hanya dapat digunakan sebagai
dokumen pendukung dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Hak
Tanggungan, Hak Tanggungan merupakan satu-satunya Lembaga
jaminan hak atas tanah, sehingga hak atas tanah yang akan dijadikan
jaminan wajib diberi Hak Tanggungan. Hak atas tanah harus memiliki
sertipikat apabila akan dibebankan dengan Hak Tanggungan. Sertipikat
hak atas tanah didapatkan melalui kegiatan pendaftaran tanah dan

merupakan alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang bersifat kuat.

2. Konsekuensi yang dapat timbul dengan diterimanya SKT sebagai
“jaminan” oleh CU Usaha Kita adalah CU Usaha Kita tidak
berkedudukan sebagai Pemegang Hak Tanggungan, sehingga CU
Usaha Kita tidak mendapatkan keistimewaan yang ditawarkan kepada
Pemegang Hak Tanggungan. Pertama, CU Usaha Kita tidak
berkedudukan sebagai kreditor preferen atau kreditor yang memiliki
hak untuk didahulukan pelunasan piutangnya. Kedua, apabila Julian
Sahri mengalihkan “jaminan”-nya kepada orang lain, maka CU Usaha

Kita tidak bisa mendapatkan pelunasan piutangnya dari “jaminan”
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Julian Sahri. Ketiga, untuk dapat melakukan eksekusi terhadap
“jaminan” Julian Sahri, maka CU Usaha Kita harus mengajukan
gugatan terlebih dahulu, yang tentu akan memakan lebih banyak waktu
serta biaya tambahan. Konsekuensi ini juga berlaku terhadap
“jaminan” lain yang tidak atas nama Julian Sahri karena “jaminan” lain

juga tidak dibebankan dengan Hak Tanggungan.

B. Rekomendasi

Dalam penulisan Legal Memorandum ini, Penulis memberikan

rekomendasi sebagai berikut kepada CU Usaha Kita:

1. Dalam kasus ini, CU Usaha Kita sebagai kreditor memegang
dokumen-dokumen “jaminan” yang diajukan Julian Sahri. CU Usaha
Kita dapat menghubungi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan
dan “jaminan” yang diajukan Julian Sahri diberikan Hak Tanggungan
agar CU Usaha Kita menjadi kreditor pemegang Hak tanggungan.

2. Apabila CU Usaha Kita menerima hak atas tanah yang dibuktikan
melalui SKT sebagai jaminan, maka sebaiknya CU Usaha Kita
kemudian membantu proses sertifikasi hak atas tanah yang
bersangkutan. Dengan demikian, hak atas tanah yang dijaminkan
tersebut memiliki sertipikat hak atas tanah sebagai alat bukti
kepemilikannya, bukan lagi SKT.

3. Dalam menerima jaminan perjanjian utang piutang berupa hak atas
tanah, CU Usaha Kita sebaiknya mewajibkan debitor memberi Hak
Tanggungan terhadap hak atas tanah yang dijaminkan. Hal ini
bertujuan agar CU Usaha Kita mendapatkan perlindungan dan
kepastian hukum yang lebih baik sebagai kreditor pemegang Hak
Tanggungan.

4. Dalam akta perdamaian, CU Usaha Kita sebaiknya menambahkan

klausul bahwa apabila Julian Sahri tidak menaati ketentuan dalam akta

37



perdamaian, maka CU Usaha Kita memiliki kuasa untuk menjual objek

jaminan Julian Sahri.
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